
Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 21TAHUN 2022 

TENTANG 
PENILAIAN KINERJA 

PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVJDU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi terwujudnya 

penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja 

Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang 

proporsional, terukur, transparan dan akuntabel; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 

27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak 

sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu 

dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penilaian 

Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja lndividu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 ,  

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5362); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Nomor 5362); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 



3 

7. Peratu.ran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11  Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202); 

I ! .  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), scbagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 Ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2017 tcntang Pedoman Pcnilaian Kinerja 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1226); 

15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran lndeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA 

PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA JNDMOU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara. 
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3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan 

Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok 

profesi bagi pegawai - pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang 

terdiri dari PNS dan PPPK. 

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

7. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang 

atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama 

8. lndikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai 

oleh setiap ASN. 

9. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu 

dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu dan lebih bersifat 

kuantitatif. 

10. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut tingkat 

pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku tertentu dari 

para anggota atau pelaku. 

11.Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat 

pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas­ 

pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang d.itentukan. 

12.Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu 

variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama Iain, baik 

pada waktu atau tern pat yang sama atau berlainan. 

13.Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang d.igunakan 

untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN 

yang hasilnya dapat d.igunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam 

upaya pengembangan profesionalisme ASN. 

14.Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk 

mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, 

kompetensi, kinerja, dan disiplin. 
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15.lnstrumen Pengukuran lndeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan 

cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional 

berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara 

pengisiannya 

16.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 

kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai 

setiap tahun. 

17.Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan 

tugas jabatan. 

18.Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau 

melebihi target. 

19. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat 

Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja yang 

terdapat dalam SKP. 

20.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja. 

21.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22.Aktivitas Utama pada SKP adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapaitarget kinerja 

tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki 

organisasi. 

23.Tugas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang 

tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi dilakukan atas instruksi dan 

perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan. 

24.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah suatu penilaian alas kinerja 

PD sehingga dapat memberikan gambaran yangje!as, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan tentang kinerja PD dalam hal efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN, 

Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang lnventaris) 

yang sesuai peraturan perundang-undangan berlaku; 

25.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan pedoman bagi unsur 

pimpinan dan seluruh jajaran. instansi pemerintah dalam mencermati 

berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan 

acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya; 
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26.Penilaian Kinerja Aparatur adalah penilaian secara periodik pelaksanaan 

pekerjaan seorang ASN berdasarkan prestasi kerja 

27.Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan 

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi 

pendelegasian kewenangan; 

28.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang 

untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, 

pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN. 

29. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada 

organisasi/ unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. 

30.Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja ASN dengan ASN 

lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/ atau instansi. 

31.Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada 

PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik. 

32.Bendera Opini Penilaian Kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah setelah dilakukan penilaian kinerja oleh 

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Oaerah dan masing-rnasing memiliki arti 

sesuai predikat dan warna bendera tersebut. 

Pasal2 

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi objektif dan terukur 

mengenai: 

(1) Kewajaran informasi alas data-data pada 4 (empat) aspek utama yang 

dinilai yaitu pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), manajemen 

ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang 

Inventaris); 

(2) Terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik 

yang baik dan berkualitas, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai­ 

nilai lKHLAS dalam Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Utara; 

(3) Tingkat kesesuaian dengan standar-standar baku (peraturan) dalam 

pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN, 

Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris); 

(4) Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal 

yang terkait dengan penilaian kinerja; 
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(5) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem 

Pengendalian Intern (SP!) pada Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

Penilaian Kinerja individu merupakan penilaian kondisi objektif dan terukur 

meliputi 5 (lima) aspek: 

a. Kinerja; 

b. Disiplin; 

c. lnovasi; 

d. Penghargaan; dan 

e. Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian. 

Pasal 4 

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu dilakukan 

berdasarkan prinsip: 

a. objektif; 

b. terukur; 

c. akuntabel; 

d. partisipatif; dan 

e. transparan. 

Pasal 5 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terdapat standar bagi Pembina dan 

Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu secara sistematis, terukur, 

dan berkesinambungan. 

Pasal 6 

Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: 

a. Pembina dan Tim Penilai Kinerja; 

b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah; 

c. Penilaian Kinerja Individu; dan 

d. Penetapan dan Pemberian Penghargaan. 
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BAB II 

PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA 

Pasal 7 

(1) Pembinaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Pembina Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. 

(2) Pembina Penilai Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur. 

(3) Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 

a. Gubemur; 

b. Wakil Gubemur; 

c. Sekretaris Daerah; 

d. Asisten Adm.inistrasi Umum; 

e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 

f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

(4) Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk: 

a. Memberikan pembinaan terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja 

Perangkat Daerah dan lndividu di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara; 

b. Memberikan penilaian akhir atas kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja 

Individu yang telah dinilai dengan didukung data-data yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria 

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. 

Pasal 8 

(1) Togas Pembina Penilai Kinerja dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. 

(2) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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(3) Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara 

gabungan beberapa Perangkat Daerah yaitu: 

a. lnspektorat; 

b. Sadan Kepegawaian Daerah; dan 

c. Biro Organisasi. 

(4) Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pembina 

Penilaian Kinerja. 

(5) Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Jndividu 

sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) memiliki tugas: 

a. Menyusun Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 

dan Penilaian Kinerja lndividu sebagai bahan pendukung penilaian 

kinerja; 

b. Memberikan penilaian alas kinerja suatu Perangkat Daerah dan lndividu 

berdasarkan Kertas Kerja lndikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 

dan Penilaian Kinerja lndividu. 

BAB III 

PENILAJAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 

Pasal 9 

(1) Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah 

yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

(2) Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja. 
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Bagian Kedua 

Aspek, Mekanisme, Metode dan Hasil 

Pasal 10 

(1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap aspek Utama, 

Aspek Penunjang dan Self Assesment Budaya Kerja. 

(2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, 

deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan yang diuraikan dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

(4) Mekanisme Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dibagi menjadi tiga tahapan 

sebagai berikut: 

a. Tahapan Perencanaan; 

b. Tahapan Pelaksanaan; dan 

c. Tahapan Pelaporan 

(5) Rumus Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu jumlah total hasil 

perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban 

indikator. 

Pasal 1 1  

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu. 

Pasal 12 

(1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur; 

(2) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis hasil penilaian kinerja, yaitu 

terdiri dari : 

a. Berkinerja Sangat Baik, apabila memperoleh nilai akhir 86 sampai 

dengan 100; 

b. Berkinerja Baik, apabila memperoleh nilai akhir 71 sampai dengan 85; 

c. Berkinerja Cukup, apabila memperoleh nilai akhir 51 sampai dengan 70; 

dan 

d. Berkinerja Kurang, apabila memperoleh nilai akhir O sampai dengan 

dengan 50. 
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Pasal 13 

(1) Hasil penilaian yang dimaksud dalam pasal 12, akan cliberikan dalam 

bentuk Sertifikat dan Bendera. 

(2) Bendera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) clisebut Bendera Opini. 

(3) Bendera Opini akan diberikan kepada Perangkat Daerah dengan ketentuan: 

a. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan 

Bendera Opini Warna Biru; 

b. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik diberikan Bendera Opini 

Warna Coklat; 

c. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan Bendera 

Opini Warna Abu-Abu; 

d. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan Bendera 

Opini Warna Hitam. 

BAB IV 

PENILAIAN KINERJA JNDIVJDU 

Bagian Kesatu 

Target dan Prinsip Pengukuran lndeks Profesionalitas ASN 

Pasal 14 

Pengukuran kinerja individu dilakukan terhadap seluruh ASN yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Pasal 15 

Pengukuran kinerja inclividu clilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut : 

(1) Koheren yaitu kriteria yang digunakan menjadi salah satu aspek dalam 

implementasi sistem merit. 

(2) Kelayakan yaitu standar pengukuran disusun dengan mempertimbangkan 

ketersediaan data objektif atau data rill yang melekat secara individual pada 

setiap pegawai ASN. 

(3) Akuntabel yaitu pengukuran kinerja individu dapat dipertanggungjawabkan 

tingkat kreclibilitasnya. 

(4) Dapat clitiru yaitu Pengukuran kinerja individu dapat ditiru dan 

clibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya. 
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Bagian Kedua 

Aspek Pengukuran 

Pasal 16 

(1) Pengukuran Kinerja lndividu dilakukan terhadap aspek Kinerja, Disiplin, 

lnovasi, Penghargaan dan Kepatuhan terhadap tertib data kepegawaian. 

[2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, 

deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dalam aspek sistem merit. 

Pasal 17 

(!) Aspek Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai 

penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada 

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan 

target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. 

(2) Aspek Kinerja diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

keseluruhan Pengukuran. 

(3) lndikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang 

mencakup sebagai berikut: 

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan 

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP). 

[4) lnstrumen Pengukuran pada aspek kinerja bobot penilaiannya sebagai 

berikut: 

a. Bobot nilai sebesar 100 (seratus) bagi ASN yang memperoleh predikat 

SKP "Sangat Baik" dalam I (satu) tahun terakhir; 

b. Bobot nilai sebesar 90 (Sembilan puluh) bagi ASN yang memperoleh 

predikat SKP "Baik" dalam l (satu) tahun terakhir; 

c. Bobot nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) bagi ASN yang memperoleh 

predikat SKP "Cukup" dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

d. Bobot nilai sebesar 50 [lima puluh) bagi ASN yang memperoleh predikat 

SKP "sedang" dalam I (satu) tahun terakhir; dan 

e. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi ASN yang memperoleh 

predikat SKP "kurang" dalam I (satu) tahun terakhir. 
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Pasal 18 

(1) Aspek Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian 

lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. 

(2) Aspek Disiplin diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

keseluruhan Pengukuran. 

(3) lndikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin 

yang pemah diterima yang mencakup: 

a. Hukuman disiplin ringan; 

b. Hukuman disiplin sedang; 

c. Hukuman disiplin beral; dan 

d. Pemah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

(4) lnstrumen Pengukuran pada Aspek disiplin bobot penilaiannya sebagai 

berikut: 

a. Tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin, nilai - 100; 

b. Pemah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan, nilai = 70; 

c. Pemah dijatuhi hukuman disiplin ringan, nilai = 50; 

d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, nilai � O; 

e. Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, nilai - 0 

(5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang 

telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 2 (dua) tahun 

terakhir. 

Pasal 19 

(1) Aspek inovasi digunakan untuk mengukur keberhasilan individu dalam 

melakukan inovasi lingkup perangkat daerah maupun di luar perangkat 

daerahnya. 

(2) Aspek inovasi diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan 

pengukuran. 

(3) lnstrumen pengukuran pada aspek inovasi penilaiannya sebagai berikut: 

a. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat 

nasional, nilai = 100; 

b. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat 

provinsi, nilai - 75; dan 

c. Tidak memiliki inovasi, nilai = 0. 
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Pasal 20 

(1) Aspek penghargaan digunakan untuk mengulrur prestasi individu dalam 

tahun penilaian yang dibuktikan dengan raihan penghargaan. 

(2) Penghargaan dirnaksud meliputi penghargaan atas prestasi dalam bidang 

olahraga, seni, budaya, keagamaan, iptek atau penghargaan yang berkaitan 

dengan kinerja yang dibuktikan dengan 

sertifikat/ piagam/ plakat/ medali/ piala yang diselenggarakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun terakhir. 

(3) Aspek penghargaan diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari 

keseluruhan pengulruran. 

(4) lnstrumen pengukuran pada aspek penghargaan penilaiannya sebagai 

berikut: 

a. Memperoleh penghargaan tingkat Nasional, nilai - 100; 

b. Memperolch penghargaan tingkat Regional, nilai - 75; 

c. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi, nilai • 50; 

d. Memperoleh penghargaan antar Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, nilai • 25; 

e. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi/Regional/Nasional yang 

tidak berkaitan dengan kinerja, nilai : 25; dan 

f. Tidak memperoleh penghargaan, nilai = 0 

Pasal 21 

(1) Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian digunakan untuk 

mengukur kepatuhan individu dalam pengelolaan data pada aplikasi 

SIMPEG dan OMS dalam tahun penilaian. 

(2) Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian diperhitungkan 

sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengulruran. 

(3) lnstrurnen pengukuran pada aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data 

Kepegawaian bobot penilaiannya sebagai berikut: 

a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai: 

Mengunggah dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada aplikasi 

OMS, nilai • 25 

Mengunggah dokumen penilaian SKP I tahun terakhir pada aplikasi 

OMS, nilai = 15 

Tidak mengunggah dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada 

aplikasi OMS, nilai • 0 
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b. Pengembangan Kompetcnsi: 

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir 

pada aplikasi DMS di atas 20 JP, nilai - 25 

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir 

pada aplikasi DMS di atas 10 JP sampai 19 JP, nilai • 20 

Menginput data diklat/birntck/workshop/kursus 2 tahun terakhir 

pada aplikasi DMS di bawah JO JP, nilai = 15 

Tidak menginput data diklat/birntek/workshop/kursus, nilai - 0 

c. Riwayat Kepangkatan: 

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS lengkap, nilai = 25 

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS kurang lengkap, nilai • 15 

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS tidak ada, nilai - 0 

d. Data Dasar: 

Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap dan sesuai kondisi 

terkini, nilai • 25 

Data dasar pada aplikasi SIMPEG kurang lengkap namun belum 

dimutakhirkan, nilai = 15 

Data dasar pada aplikasi SIMPEG tidak lengkap, nilai = O 

(3) Data dasar sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) meliputi: NIK, Pangkat 

Golongan, Tempat/Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Alamat 

Domisili, No Telepon, Email,Golongan Darah, dan Fata sesuai jabatan 

terakhir. 

Bagian Ketiga 

Formula, Hasil Penilaian dan Penghargaan 

Pasal 22 

(1) Pengukuran Kinerja Individu menggunakan formula sebagai berikut: 

KI = (bobot aspek kinerja x 40%)+(bobot aspek disiplin x 30%)+(bobot aspek 

inovasi x 5%) + (bobot aspek penghargaan x 5%) + (bobot aspek kepatuhan 

data kepegawaian x 20%); 

(2) Tata cara pengukuran kinerja individu lebih lanjut dijelaskan dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal 23 

Hasil pengukuran Kinerja lndividu dijabarkan sebagai berikut: 

a. Total nilai 85-100 memperoleh predikat sangat baik; 

b. Total nilai 76-84 memperoleh predikat baik; 

c. Total nilai 57-75 memperoleh predikat cukup; 

d. Total nilai <57 memperoleh predikat kurang. 

Pasal 24 

(1) Tim Penilai Kinerja lndividu melakukan pemeringkatan hasil penilaian 

kinerja individu. 

(2) Hasil pemeringkatan kinerja individu tersebut dapat dijadikan pertimbangan 

daJam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan 

karier. 

(3) ASN yang memperoleh predikat penilaian 'Sangat Baik' diberikan 

penghargaan berupa sertifikat dan diprioritaskan untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya. 

(4) ASN dengan predikat 'Sangat Baik' berdasarkan tiga peringkat teratas 

diberikan tambahan tunjangan penghasilan sebesar 10% selama 12 (dua 

belas) bulan pada tahun berikutnya. 

BABV 

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN 

Pasal 25 

(1) Hasil Pemeringkatan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan lndividu 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(2) Pemberian penghargaan atas Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan 

Penilaian Kinerja Individu akan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 
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BAB VJ 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja lndividu di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara (Serita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

f>OLL "fMAAT s\)AeJIIT, 
S:�M. M .  �f> 

Flor:t.A , S..  lios 

A'lolSTEt-1 

,"CNIHIST11,ASI UM.UM 

pada tanggal 1 9 Ari.istus 70"2 

GUBERNUR KAL!MANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIF!N PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 :J .gustue 20?2 

SEKRETARIS DA LIMANTAN UTARA, 

SERITA DAERAH PROVINSJ KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2; 
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SASVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraruran Gubernur Nomor 27 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Serita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Se!or 

pada tanggal 1 -' ..iru ' '"? 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 q •m , •· "2 

SEKRETARIS D ANTAN UTARA, 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2:., 



Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR23 TAHUN 2022 

TENTANG 
PENILAIAN KINERJA 

PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA IND!VIDU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi terwujudnya 

penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja 

Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang 

proporsional, terukur, transparan dan akuntabel; 

b. bahwa Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 

27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak 

sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu 

dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian 

Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun I 945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah d.iubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5362); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana teiah d.iubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557); 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11  Tahun 2017 ten tang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ten tang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202); 

1 1 .  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 



Menetapkan 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pengukuran lndeks Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1226); 

15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Pedoman 

Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA 

PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVIDU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 
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3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan 

Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok 

profesi bagi pegawai - pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang 

terdiri dari PNS dan PPPK. 

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

7. Kinerja adalah hasil a tau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang 

atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama 

8. lndikator Kinerja lndividu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai 

oleh setiap ASN. 

9. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu 

dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu dan lebih bersifat 

kuantitatif. 

10. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut tingkat 

pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku tertentu dari 

para anggota atau pelaku. 

11.Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat 

pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas­ 

pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan. 

12.lndeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu 

variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik 

pada waktu atau tern pat yang sama atau berlainan. 

13.Pengukuran lndeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan 

untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN 

yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam 

upaya pengembangan profesionalisme ASN. 

14.Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk 

mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, 

kompetensi, kinerja, dan disiplin. 
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15.lnstrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan 

cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional 

berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara 

pengisiannya 

16.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana 

kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai 

setiap tahun. 

17.Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan 

tugas jabatan. 

18.Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau 

melebihi target. 

19. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat 

Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja yang 

terdapat dalam SKP. 

20.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja. 

21.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

d.ilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

22.Aktivitas Utama pada SKP adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapaitarget kinerja 

tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki 

organisasi. 

23.Tugas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang 

tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi dilakukan atas instruksi dan 

perintah pimpinan, tetapi tidak ke!uar dari peraturan. 

24.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah suatu penilaian alas kinerja 

PD sehingga dapat memberikan gambaran yangjelas, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan tentang kinerja PD dalam ha! efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi [Tupoksi], Manajemen ASN, 

Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang lnventaris) 

yang sesuai peraturan perundang-undangan berlaku; 

25.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan pedoman bagi unsur 

pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati 

berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan 

acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya; 
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26.Penilaian Kinerja Aparatur adalah penilaian secara periodik pelaksanaan 

pekerjaan seorang ASN berdasarkan prestasi kerja 

27.Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan 

ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi 

pendelegasian kewenangan; 

28.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang 

untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalamjabatan, 

pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN. 

29.Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada 

organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. 

30.Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja ASN dengan ASN 

lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/ atau instansi. 

31.Pengbargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada 

PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik. 

32.Bendera Opini Penilaian Kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah setelah dilakukan penilaian kinerja oleh 

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan masing-masing memiliki arti 

sesuai predikat dan warna bendera terse but. 

Pasal 2 

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi objektif dan terukur 

mengenai: 

(1) Kewajaran informasi atas data-data pada 4 (empat) aspek utama yang 

dinilai yaitu pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), manajemen 

ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang 

Inventaris); 

(2) Terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik 

yang baik dan berkualitas, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai­ 

nilai IKHLAS dalam Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Utara; 

(3) Tingkat kesesuaian dengan standar-standar baku (peraturan) dalam 

pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi [Tupoksi], Manajemen ASN, 

Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris); 

(4) Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal 

yang terkait dengan penilaian kinerja; 
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(5) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem 

Pengendalian Intern (SP!) pada Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

Penilaian Kinerja individu merupakan penilaian kondisi objektif dan terukur 

meliputi 5 (lima) aspek: 

a. Kinerja; 

b. Disiplin; 

c. Inovasi; 

d. Penghargaan; dan 

e. Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian. 

Pasal 4 

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu d.ilakukan 

berdasarkan prinsip: 

a. objektif; 

b. terukur; 

c. akuntabel; 

d. partisipatif; dan 

e. transparan. 

Pasal 5 

(I) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar tcrdapat standar bagi Pembina dan 

Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah dan Penilaian K.inerja lndividu secara sistematis, terukur, 

dan berkesinambungan. 

Pasal 6 

Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: 

a. Pembina dan Tim Penilai Kinerja; 

b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah; 

c. Penilaian Kinerja Individu; dan 

d. Penetapan dan Pemberian Penghargaan. 
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BAB II 

PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA 

Pasal 7 

( 1) Pembinaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Pembina Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu. 

(2) Pembina Penilai Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan 

Gubemur. 

(3) Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 

a. Gubernur; 

b. Wakil Gubemur; 

c. Sekretaris Daerah; 

d. Asisten Adrninistrasi Umurn; 

e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 

r. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

(4) Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk: 

a. Memberikan pembinaan terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja 

Perangkat Daerah dan Individu di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara; 

b. Memberikan penilaian akhir atas kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja 

Individu yang telah dinilai dengan didukung data-data yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria 

Penilaian Kinerja Perangkal Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu. 

Pasal 8 

(I) Tu gas Pembina Penilai Kinerja di ban tu oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah dan Penilaian Kinerja lndividu. 

(2) Tim Penilai !Gnerja Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
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(3) Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara 

gabungan beberapa Perangkat Daerah yaitu: 

a. Inspektorat; 

b. Sadan Kepegawaian Daerah; dan 

c. Biro Organisasi. 

(4) Tim Penilaian Kinerja Perangkal Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pembina 

Penilaian Kinerja. 

(5) Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu 

sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) memiliki tugas: 

a. Menyusun Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 

dan Penilaian Kinerja Individu sebagai bahan pendukung penilaian 

kinerja; 

b. Memberikan penilaian atas kinerja suatu Perangkat Daerah dan Individu 

berdasarkan Kertas Kerja lndikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 

dan Penilaian Kinerja lndividu. 

BAB lll 

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 

Bagian Kesatu 

Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah 

Pasal 9 

(1) Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah 

yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

(2) Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah yang 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja. 
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Bagian Kedua 

Aspek, Mekanisme, Metode dan Hasil 

Pasal 10 

(1) Penila.ian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap aspek Utama, 

Aspek Penunjang dan Self Assesment Budaya Kerja. 

(2) Setiap aspek sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, 

deskripsi, dan indikator sebaga.i satu kesatuan yang diuraikan dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

(4) Mekanisme Penila.ian Kinerja Perangkat Daerah dibagi menjadi tiga tahapan 

sebaga.i berikut: 

a. Tahapan Perencanaan; 

b. Tahapan Pelaksanaan; dan 

c. Tahapan Pelaporan 

(5) Rumus Penila.ian Kinerja Perangkat Daerah ya.itu jumlah total hasil 

perkalian dari bobot indikator dikalikan nila.i masing-masing jawaban 

indikator. 

Pasal 11  

Penila.ian Kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh Tim Penila.ian Kinerja 

Perangkat Daerah dan Penila.ian Kinerja lndividu. 

Pasal 12 

(1) Hasil Penila.ian Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur; 

(2) Hasil Penila.ian Kinerja Perangkat Daerah sebaga.imana dimaksud pada ayat 

(1) diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis hasil penila.ian kinerja, ya.itu 

terdiri dari : 

a. Berkinerja Sangat Baik, apabila memperoleh nila.i akhir 86 sampa.i 

dengan 100; 

b. Berkinerja Baik, apabila memperoleh nilai akhir 71 sampa.i dengan 85; 

c. Berkinerja Cukup, apabila memperoleh nila.i akhir 51 sampa.i dengan 70; 

dan 

d. Berkinerja Kurang, apabila memperoleh nilai akhir O sampai dengan 

dengan 50. 
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Pasal 13 

(1) Hasil penilaian yang dimaksud dalam pasal 12, akan diberikan dalam 

bentuk Sertifikat dan Bendera. 

(2) Bendera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (!) disebut Bendera Opini. 

(3) Bendera Opini akan diberikan kepada Perangkat Daerah dengan ketentuan: 

a. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan 

Bendera Opini Wama Biru; 

b. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik diberikan Bendera Opini 

Warna Coklat; 

c. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan Bendera 

Opini Warna Abu-Abu; 

d. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan Bendera 

Opini Warna Hitam. 

BAB IV 

PENILAIAN KlNERJA INDlVIDU 

Bagian Kesatu 

Target dan Prinsip Pengukuran lndeks Profesionalitas ASN 

Pasal 14 

Pengukuran kinerja individu dilakukan lerhadap seluruh ASN yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Pasal 15 

Pengukuran kinerja individu dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut : 

(1) Koheren yaitu kriteria yang digunakan menjadi salah satu aspek dalam 

irnplementasi sistem merit. 

(2) Kelayakan yaitu standar pengukuran disusun dengan mempertimbangkan 

ketersediaan data objektif atau data rill yang melekat secara individual pada 

setiap pegawai ASN. 

(3) Akuntabel yaitu pengukuran kinerja individu dapat dipertanggungjawabkan 

tingkat kredibilitasnya. 

(4) Dapat ditiru yaitu Pengukuran kinerja individu dapat ditiru dan 

dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya. 
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Bagian Kedua 

Aspek Pengukuran 

Pasal 16 

(1) Pengukuran Kinerja lndividu dilakukan terhadap aspek Kinerja, Disiplin, 

lnovasi, Penghargaan dan Kepatuhan terhadap tertib data kepegawaian. 

(2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, 

deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dalam aspek sistem merit. 

Pasal 17 

(1) Aspek Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai 

penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada 

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan 

target, capaian, hasil, dan manfaat yang d.icapai serta perilaku PNS. 

(2) Aspek Kinerja d.iperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

keseluruhan Pengukuran. 

(3) lnd.ikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang 

mencakup sebagai berikut: 

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKPJ; dan 

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP). 

(4) lnstrumen Pengukuran pada aspek kinerja bobot penilaiannya sebagai 

berikut: 

a. Bobot nilai sebesar 100 (seratus) bagi ASN yang memperoleh predikat 

SKP "Sangat Baik" dalam I (satu) tahun terakhir; 

b. Bobot nilai sebesar 90 (Sembilan puluh) bagi ASN yang memperoleh 

pred.ikat SKP "Baik" dalam I (satu) tahun terakhir; 

c. Bobot nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) bagi ASN yang memperoleh 

predikat SKP "Cukup" dalam I (satu) tahun terakhir; 

d. Bobot nilai sebesar 50 (Lima puluh) bagi ASN yang memperoleh pred.ikat 

SKP "sedang" dalam I (satu) tahun terakhir; dan 

e. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi ASN yang memperoleh 

pred.ikat SKP "kurang" dalam I (satu) tahun terakhir. 



14 

Pasal 18 

(1) Aspek Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian 

lainnya yang memuat hukuman yang pemah diterima PNS. 

(2) Aspek Disiplin diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

keseluruhan Pengukuran. 

(3) lndikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin 

yang pemah diterima yang mencakup: 

a. Hukuman disiplin ringan; 

b. Hukuman disiplin sedang; 

c. Hukuman disiplin berat; dan 

d. Pernah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan. 

(4) lnstrumen Pengukuran pada Aspek disiplin bobot peni!aiannya sebagai 

berikut: 

a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, nilai = 100; 

b. Pemah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan, nilai = 70; 

c. Pemah dijatuhi hukuman disiplin ringan, nilai = 50; 

d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, nilai = O; 

e. Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, nilai = 0 

(5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang 

telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 2 (dua) tahun 

terakhir. 

Pasal 19 

(1) Aspek inovasi digunakan untuk mengukur keberhasilan individu dalam 

melakukan inovasi lingkup perangkat daerah maupun di luar perangkat 

daerahnya. 

(2) Aspek inovasi diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan 

pengukuran. 

(3) lnstrumen pengukuran pada aspek inovasi penilaiannya sebagai berikut: 

a. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat 

nasional, nilai e 100; 

b. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat 

provinsi, nilai "" 75; dan 

c. Tidak memiliki inovasi, nilai > 0. 
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Pasal 20 

(1) Aspek penghargaan ctigunakan untuk mengukur prestasi individu dalam 

tahun penilaian yang ctibuktikan dengan raihan penghargaan. 

(2) Penghargaan dimaksud meliputi penghargaan atas prestasi dalam bidang 

olahraga, seni, budaya, keagamaan, iptek atau penghargaan yang berkaitan 

dengan kinerja yang dibuktikan dengan 

sertifikat/ piagam/ plakat/ medali/ piala yang ctiselenggarakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun terakhir. 

(3) Aspek penghargaan diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari 

keseluruhan pengukuran. 

(4) lnstrumen pengukuran pada aspek penghargaan penilaiannya sebagai 

berikut: 

a. Memperoleh penghargaan tingkat Nasional, nilai = 100; 

b. Memperoleh penghargaan tingkat Regional, nilai = 75; 

c. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi, nilai = 50; 

d. Memperoleh penghargaan antar Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, nilai = 25; 

e. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi/Regional/Nasional yang 

tidak berkaitan dengan kinerja, nilai - 25; dan 

f. Tidak memperoleh penghargaan, nilai = 0 

Pasal 21 

(1) Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian digunakan untuk 

mengukur kepatuhan individu dalam pengelolaan data pada aplikasi 

SIMPEG dan DMS dalam tahun penilaian. 

(2) Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian diperhitungkan 

sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengukuran. 

(3) lnstrumen pengukuran pada aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data 

Kepegawaian bobot penilaiannya sebagai berikut: 

a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai: 

Mengunggah dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada aplikasi 

DMS, nilai - 25 

Mengunggah dokumen penilaian SKP 1 tahun terakhir pada aplikasi 

DMS, nilai - 15 

Tidak mengunggah dokurnen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada 

aplikasi DMS, nilai = 0 
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b. Pengembangan Kompelensi: 

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir 

pada aplikasi DMS di atas 20 JP, nilai = 25 

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir 

pada aplikasi DMS di atas 10 JP sampai 19 JP, nilai = 20 

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir 

pada aplikasi DMS di bawah 10 JP, nilai = 15 

Tidak menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus, nilai : 0 

c. Riwayat Kepangkalan: 

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS lengkap, nilai = 25 

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS kurang lengkap, nilai - 15 

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS tidak ada, nilai = O 

d. Data Dasar: 

Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap dan sesuai kondisi 

terkini, nilai = 25 

Data dasar pada aplikasi SIMPEG kurang lengkap namun belum 

dimutakhirkan, nilai = 15 

Data dasar pada aplikasi SIMPEG tidak lengkap, nilai = 0 

(3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: NIK, Pangkat 

Golongan, Tempat/Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Alamat 

DomisiJi, No Telepon, Email,Golongan Oarah, dan Foto sesuai jabatan 

terakhir. 

Bagian Ketiga 

Formula, Hasil Penilaian dan Penghargaan 

Pasal 22 

(1) Pengukuran Kinerja Individu menggunakan formula sebagai berikut: 

KI = (bobot aspek kinerja x 40%)+(bobol aspek disiplin x 30%)+(bobot aspek 

inovasi x 5%) + (bobot aspek penghargaan x 5%) + (bobot aspek kepatuhan 

data kepegawaian x 20%); 

(2) Tata cara pengukuran kinerja individu lebih lanjut dijelaskan dalam 

Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal23 

Hasil pengukuran Kinerja Individu dijabarkan sebagai berikut: 

a. Total nilai 85-100 memperoleh predikat sangat baik; 

b. Total nilai 76-84 memperoleh predikat baik; 

c. Total nilai 57-75 memperoleh predikat cukup; 

d. Total nilai <57 memperoleh predikat kurang. 

Pasal 24 

(1) Tim Penilai Kinerja Individu melakukan pemeringkatan hasil penilaian 

kinerja individu. 

(2) Hasil pemeringkatan kinerja individu tersebut dapat dijadikan pertimbangan 

dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan 

karier. 

(3) ASN yang memperoleh pred.ikat penilaian 'Sangat Baik' diberikan 

penghargaan berupa sertifikat dan diprioritaskan untuk mengikuti 

pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya. 

(4) ASN dengan predikat 'Sangat Baik' berdasarkan tiga peringkat teratas 

diberikan tambahan tunjangan penghasilan sebesar 10% selama 12 (dua 

belas) bulan pada tahun berikutnya. 

BABV 

PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN 

Pasal 25 

(1) Hasil Pemeringkatan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Individu 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(2) Pemberian penghargaan atas Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan 

Penilaian Kinerja Individu akan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 
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BAB VJ 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peratu.ran Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 9 .\17.Ustus """'2 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

r -  
,  

f  0r. H. SU!tJArlS.)'AM, r,\.Ap "e):UTAfl.l' OAt.J\AH 
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BAB VJ 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Serita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Ka!imantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 q � • - �? 

GUBERNUR L UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 
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BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 26 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja lndividu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 27 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pad a tanggal 1 9 ,au e tus 20� � 

GUBERNUR�UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 
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LAMPI RAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 
NOMOR 23I'AHUN 2022 
TENTANG 
PEDOMAN PENILAIAN KlNERJA PERANGKAT 
DAERAH 

MEKANISME PENILAIAN 

Kegiatan penilaian kinerja Perangkat Daerah meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu 
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. 

1. Tahap Perencanaan 
Menyusun rencana penilaian, dalam penyusunan penilaian kinerja perlu 
memperhatikan ha! berikut: 
a. Menentukan objek atau Perangkat Daerah yang akan dinilai; 
b. Pengumpulan data atau infonnasi awal; 
c. Waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penilaian; 
d. Periode penilaian atau rentang waktu tertentu Perangkat Daerah yang 

akan dinilai; 
e. Hasil penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian; 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada Pemagkat Daerah 

yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam 
bentuk entry meeting (pertemuan pendahuluan); 

b. Melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik penilaian sesuai 
dengan metodologi yang telah ditentukan; 

c. Mengolah dan menganalisa data; 
d. Menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada Perangkat Daerah 

yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam 
bentuk exit meeting (pertemuan akhir); 

e. Membuat berita acara penilaian yang ditandatangani tim teknis 
penilaian kinerja dan perwakilan Perangkat Daerah. 

3. Tahap Pelaporan 
Hasil dari evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dituangkan dalam 
Laporan Hasil Penilaian (LHP) yang memuat hasil pengisian instrumen 
penilaian. 

METODE PENILAIAN 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui 
pemeriksaan dan pengumpulan berkas, dokumen serta kuesioner yang 
dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan dan aspek yang 
harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

A. Prinsip, Aspek dan lndikator 

1 .  Prinsip yang digunakan dalarn penilaian indikator sebagaimana 
tersebut di atas adalah: 
a) Area Klnerja Utama adalah bidang tanggung jawab pokok yang 

diambil dari sasaran strategis organisasi yang termuat dalam 
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Rencana Kerja Tahunan setiap tahun. Masing-masing Aspek 
minimal memiliki I (satu} Key Performance Indicators (KP!}. KP! 
untuk Sasaran Strategis dapat menggunakan indikator Kualitas, 
Kuantitas, Biaya, dan Waktu, atau indikator lain yang bisa dengan 
mudah diukur pencapaiannya. 
Target dari setiap KP! harus sejalan dengan target-target pada 
Rencana Kerja Tahunan. Contoh KP! : Nilai SAKIP, jumlah temuan 
lnspektorat/BPK, Indeks Pelayanan Publik, jumlah pengaduan, 
dispilin pegawai, kondisi kantor, dan lain-lain. 

b} Key Performance Indicators (KPI} adalah indikator yang terukur 
untuk menilai kriteria yang dimaksud. Setiap KP! harus dapat dinilai 
secara kuantitatif menggunakan standar/skala yang sudah 
ditetapkan bersama, dilengkapi dengan dokumentasi sebagai unutk 
mengurangi subyektifitas dalam penilaian. 

c} Bobot KPI ditentukan berdasarkan Proses Analisis berdasarkan 
Hierarki (Analytic Hierarchy Process). Total bobol pada seluruh 
kriteria berjumlah 100% dimana masing-masing bobot pada area 
Indikator Aapek Utama berjumlah 60%, Indikator Aapek Penunjang 
35°/o dan Self Assesment 5°/o. 

d} Target yang ideal adalah target yang "Menantang namun dapat 
dicapai", artinya kemungkinan untuk berhasil mencapai target 
tersebut Jebih kurang 50%. Metode penentuan target bisa 
berdasarkan historical (pencapaian tahun sebelumnya}, berdasarkan 
trend/ forecasting (tren atau perkiraan), berdasarkan benchmarking 
(perbandingan dengan organisasi sejenis pada suatu wilayah}, dan 
berdasarkan simulation result (hasil simulasi oleh tim riset internal) 
dan berdasarkan Target dari Gubernur. Penulisan angka target 
dapat berupa persentase (%), nominal atau rupiah (Rp}, jam, hari 
dan sebagainya tergantung pada jenis KPI-nya. Target harus 
memenuhi kriteria : 

Spesifik 
Terukur 
MasukAkal 
Realistik 
Batas Waktu 
Konsisten 
Terus Berkembang 
berkelanjutan 

e) Realisasl diperoleh dari hasil kerja aktual yang dicapai pada periode 
penilaian 

2. Aspek yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) Aspek Utama yang terdiri 
dari Pelaksanaan Togas Pokok dan Fungsi, Manajemen ASN, 
Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; 2) Aspek 
Penunjang yang terdiri dari Pemerintah yang Transparan dan 
Akuntabel, Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas, Kondisi kantor 
yang representatif dan teratur; 3) Self Assesmen pelaksanaan Budaya 
Kerja IHKLAS Provinsi Kalimantan Utara . 

3. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang 
dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 
30 kriteria dan 64 indikator penilaian (sebagaimana disajikan pada tabel 
1 .1) .  

Menyatakan secara jelas yang akan dicapai 
Hasilnya dapat diukur 
Sasaran menantang tapi dapat dicapai 
Sejalan dengan fungsi jabatan 
Mempunyai Batasan Waktu 
Ukurannya konsisten dari waktu ke waktu 
: Menunjukkan upaya perbaikan 
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Tabel 1.1 
ASPEK. INDIKATOR DAN BOBOT INDEKS PENILAIAN KINERJA PD 

N 
Kriteria 

Key Performance 
Rum us 

Bo bot 
0 Indicators IKPII KPI 
A. Asoek Utama BOBOT TOTAL ASPEK 60 °/o 

Pelaksaaan Tu-ksl 115%1 

Realisasi sasaran 
OPD 

Sasaran OPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  
7,09 

100% 
% 

Uraian dan 
Tarzet Sasaran OPD 

1 
Pertanggung 

Jumlah Pejabat 
jawaban 0,71 
Tupoksi 

Perjanjian Kinerja Struktural/Jumlah 
% 

PK*100% 
Penilaian sesuai 

1,07 
LkjlP Sistematika 

Pelaooran 
% 

LHKPN/LHKASN 
{l:WL-l:WL tidak 1,07 

lanorl/l:WL*l00% % 
Program Kegiatan 

Kesesuaian Renja 

antara 
Persentase Kesesuaian 

2 Dokumen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

2,5 o/o 

Renstra dan 
Program Kegiatan 100% 

Renja 
Program Kegiatan 

oada Renstra 
Persentase temuan hasil 

Frekuensi I:temuan 
pemeriksaan 

tahun n-1 terhadap 
Inspektorat/ BPK/ Inspekt 0,93 
orat Jendral pada tahun 

seluruh 
% 

pemeriksaan dengan 
temuan pada tahun 

tahun sebelumnva 
n-1 

Si stem Jumlah temuan 

Pengendalian 
Persentase temuan hasil yang ditindaklanjuti 

3 
Intern 

pemeriksaan 
1, 12 

Pemerintah 
Inspektorat/ BPK/ I nspekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

% orat Jendral yang 100% 
ditindaklanjuti 

Jumlah temuan 
Perangkat Oaerah 

Pedoman Evaluasi memiliki daftar 0,51 
Benturan Kepentingan iden tifikasi ben turan % 

kenentinzan 
Total Bobot 15 °/o 

Manaiemen ASN 115%1 

J umlah ASN saat ini 

Perencaaan 
Kebutuhan Pegawai 

0,57 
4 

Kepegawaian 
(Perbandingan J umlah · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  x  % ASN) 100% 
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Jumlah ASN yang 
ideal 

Dokumen Analisis 
1 ,13 

Jabatan yang di Ada/ tidak ada 
% 

mutakhirkan 
- ada/tidal< adanya 

usulan fonnasi 
kepegawaian 
untuk memenuhi 

perencaaan 
kepegawaian 

- ada/tidal< 
dokumen 

Pemenuhan fungsi penjagaan 
1,70 

administrasi kepegawaian pensiun 
% 

yang sudah dilengkapi - ada/tidal< 
dokumen 
penjagaan 
kenaikan pangkat 

- ada/tidal< 
rencana 
pengembangan 
kompetensi 
oezawai 

Kendali Gaji Berkala 
0,27 

lengkap(ada, % 

Daftar Usulan Kenaikan 
Update, dijalankan) 

0,27 100 
Pangkat % 

Rencana Pengajuan Cuti hampir lengkap 0,27 
ASN (ada, update, tidak % 

dijalankan 
sepenuhnya) 65 

Usulan Pemberian kurang lengkap 0,27 
Penghargaan (ada, tidak update) % 

5 
Dokumen 30 
Kepegawaian 

tidak ada O 

Jumlah Dokumen 
Kegawaian sudah 

dilengkapi 

Dokumen kepegawaian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 
1,69 yang terbaharui dalam 100% 
% OMS 

Target Jumlah 
Dokumen 

Kegawaian yang 
dilenzkaoi 

Rata-rata nilai 
lndeks lndeks 

8,83 
6 Profesionaltias Rata-rata IP ASN Profesionalitas ASN 

ASN pada Perangkat 
% 

Dae rah 
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Total Bobot 1 5 %  
Mana.iemen Keuan an 115%1 

Realisasikeuangan 
tahun n-1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  
4,86 

RealisasiKeuangan 100% 
% 

Total anggaran 
Realisasi tahun 

7 
Keuangan dan n-1 
Fisik Program Realisasi Fisik tahun 
dan Kegiatan n-1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  
4,86 

Realisasi Fisik 100% 
% 

Total anggaran 
tahun 

n-1 
La po ran 

3,96 
Pelaksanaan, 

Pertanggungjawaban Ada/tidak ada 
% 

Keuan2an 
Penatausahaa 

Jumlah laporan 
ndan 

8 Pertanggung 
keuangan bulanan 

jawaban Penatausahaan 1,32 
Laporan Keuangan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  
% 

Keuangan 
100% 

Jumlah bu Ian fl 21 
Total Bobot 15 °/o 

Penaelclaan Aset Daerah 115%1 
Jumlah 

perencanaan barang 
dalam DPA 

Perencanaan 
Barang dalam RKBU 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  
9 

RKBU 
yang terfasilitasi dalarn 

100% 
3,3% 

DPA 

Jumlah 
perencanaan barang 

dalam RKBU 
Jumlah Pengadaan 
Barang/Jasa yang 
menggunakan e- 

katalog 

1 
Prodesur Pengadaan Barang/ J asa 

1,83 
Pengadaan yang menggunakan e- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

0 
Barang/ J asa katalog 

lOOo/o % 

Jumlah Pengadaan 
Barang/ J asa yang 

wajib e- 
katalo2 
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Daku.men Penerimaan 
Penerimaan barang 
sesuai denzan BAST 

Penerirnaan 
Barang persediaan 

1 Penyimpanan 
Dokumen Penyimpanan seusai dengan stock 

ooname baranz 2,2 °/o 
1 dan 

Distribusi barang 
Penyaluran 

Dokumen Penyaluran 
persediaan seusai 
dengan buku 
distribusi baranz 

Surat 
penunjukan/ surat 

izin 

1 
Penggunaan 

Penggunaan barang 
1,6 o/o 

2 sesuai peruntukan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

100% 

Jumlah barang yang 
di zunakan 

Jumlah dokumen 
yang ada 

1 Penatausahaa Dokumen Penatausahaan 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  x  1,61 

3 n barang 100% % 

Jumlah dokumen 
yang wajib ada 

l:Total aset yang 
dikuasai - �jumlah 

aset yang 
tidalc digunalcan 

1 
Pemanfaatan 

Aset yang tidalc 2,08 
4 dimanfaatkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x % 

100% 

l:Total aset yang 
dikuasai 

lengkap(ada, 
Update, dijalankan) 
100 

hampir lengkap 
(ada, update, tidalc 

Dokumen kepemilikan 
dijalankan 

0,6 % 
sepenuhnya) 65 

1 
Pengamanan 

5 
dan kurang lengkap 
Pemeliharaan (ada, tidak update) 

30 

tidak ada O 
J umlah barang 
wajib dipelihara 

Pemeliharaan barang 0,6% 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

100% 
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Jumlah barang 
dalam kondisi rusak 

ringan yang 
dipelihara 
Keputusan 

Tuntutan Ganti Rugi 

I Tuntutan ganti Tingkat pengem balian 1,18 
6 rugi atas barang hilang/ rusak · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  x  % 

100% 

rbarang hilana 
Total Bobot 15 o/o 

Grand Total 60 °/o 

B.Aapek 
BOBOT TOTAL ASPEK 35 °/o Penunlan2 

Pemerintah yan2 Transparan dan Alruntabel I 17,50%) 
Evaluasi atas 
implementasi 

I 
Sistem N ilai SAKJP yang 

13,12 
7 

Akuntabilitas Predikat Nilai SAKIP diperoleh pada 
% Kinerja tahun penilaian 

Instansi 
Pemerintah 

Penyampaian 

La po ran 
Laporan tepat waktu 

I Kinerja 
Ketepatan waktu nilai I 000/o 

4,38 
8 lnstansi 

penyampaian laporan 
% 

Pemerintah 
(batas per 31 Maret) Penyarnpaian 

Laporan tidak tepat 
waktu nilai 0°/o 

Total Bobot 
17,5 

% 
Pelavanan Publlk van2 balk dan Berlrualitas (11,67%) 

Indeks Pelayanan 
Publik Tahun n - 1 

I 
lndeks 

Survey Kepuasan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

3,54 Kepuasan 100% 
9 

Masyarakat 
Masyarakat % 

Target Indeks 
Pelayanan Publik 

tahun n - 1 
perhitungan 
berdasarkan 

Saluran pen gad uan Permenpan No 17 0,6 °/o 

Tahun 2017 
15.2.a.K) 

2 
Pengaduan 

ada regulasi terkait 
0 

Regulasi pengaduan 
penganganan 0,76 
pengaduan (SK) nilai % 
100 
Pengaduan Tahun n 

1,02 
Tindak lanjut pengaduan yang ditindaklanjuti 

% 



26 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  
100% 

Penaaduan tahun n 

Nilai 100% bila 
memiliki lnovasi 

(dibuktikan dengan 

lnovasi yang ada pada 
dokumen terkait) 

1,52 
Perangkat Daerah 

Nilai 0% bila tidak 
% 

memiliki Inovasi 

(dibuktikan dengan 
dokumen terkaitl 
Jumlah lnovasi yang 

2 
lnovasi 

berjalan 
1 

Inovasi yang berjalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  100% 1,85 
pada Perangkat Daerah % 

Jumlah Total Inovasi 
pada Perangkat 

Dae rah 
Mendapatkan 

Inovasi yang masuk 
Penghargaan (100%) 

2,38 
dalam kompetisi Nasional 

Lolos seleksi 
% 

administrasi 150%1 

Total Bobot 
11,67 

% 
Pemerintahan -n1 Reoresentatlf 15.83%1 

Tersedia tempat parkir 
yang aman, nyaman dan 
mudah d.iakses 
Tersedia saran.a tunggu 
van n nvarnan 
Tersedia saran.a toilet 
khusus pengguna 

Skoring kondisi 
layanan yang bersih, 
sehat dan memadai 

kantor berdasarkan 

Tersedia sarana 
Peraturan Menteri 

2 
Kondisi Kan tor prasarana bagi pengguna 

Pendayagunaan 0,54 
2 

layanan berkebutuhan 
Aparatur Negara dan % 

k.husus 
Reformasi Birokrasi 

Tersedia sarana 
Nomor 17 Tahun 

penuniana lainnva 
2017 

Tersedia sarana front 
office untuk layanan 
konsultasi 
Tersedia saran a front 
office untuk layanan 

1 penzaduan 

kelengkapan 
Perbandingan SOP Jumlah SOP yang 

2 
dokumen 

terhadap kegiatan yang ada pada Perangkat 1,32 
3 

Tatalaksana 
ada pada Perangkat Daerah yg dinilai % 
Dae rah 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  

100% 

Jumlah kegiatan 
pada Perangkat 

Daerah yang 
dinilai 

a. Seluruh peta 
proses bisnis telah 
disusun sesuai 

dengan pedoman 
penyusunan Peta 
Proses Bisnis 
Kementerian / Lem ba 
ga/Pemerintah 
Daerah (100%) 

b. Sebagian peta 
proses bisnis telah 
disusun sesuai 

dengan pedoman 

Telah disusun peta penyusunan Peta 
Proses Bisnis proses bisnis yang sesuai 
Kementerian/Lemba 1,32 dengan pedoman 
ga/Pemerintah o/o penyusunan Peta Proses 

Bisnis 
Daerah (66%) 

c. Peta proses bisnis 
belum disusun 
sesuai dengan 
pedoman 
penyusunan Peta 
Proses Bisnis 
Kementerian / Lem ba 
ga/Pemerintah 
Daerah (33%) 

d. Peta proses bisnis 
belum/tidak 
disusun lnilai 0\ 
Nilai 100% bila 
memiliki Standar 
Pelayanan 
(dibuktikan dengan 

2 Standar Ada tidaknya Standar 
dokumen terkait) 

2,65 
4 Pelayanan Pelayanan 

Nilai 0% bila tidak 
o/o 

memiliki Standar 
Pelayanan 
(dibuktikan dengan 
dokumen terkaitl 

Total Bobot 
5,83 

o/o 

Grand Total 35 °/o 
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C. Self Aaaeament BOBOT TOTAL ASPEK 5 °/o 

Efisien 

2 
Keiuiuran 

1,87 Integritas Anti Gratifikasi 5 
Pelavanan Prima % 

Disiolin Hasil kuesioner 

2 
Konsistensi Budaya Kerja 0,52 

6 
Komitmen Tenat berdasarkan 

% Berdedikasi 

2 
Pan utan 

0,47 Hasan ah Peka terhadap 7 
linzkunean 

% 

2 
Danat dinercava 

0,46 Loyalitas Tanzzunziawab Peraturan Gubernur 
8 

Ketaatan dan Keoatuhan Kalimantan Utara % 

2 
Transnaran Nomor 58 Tahun 

Akuntabilitas Lezalitas 2020 1,21 
9 

Keadilan % 

3 Semangat dan 
Keria Keras 

0,47 Tanzzuh 
0 Motivasi 

Kreatif % 

Total Bobot 5 °/o 
(Bobot Aapek 

Umum (60%) + 

Grand Total 
Bobot Aapek 100 

Penunjang (35%) + % 
Self Assesment 

15%11 
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P£TUNJUIC l'ENllAIAH KU£SION(II 

StlF ASSUM(Nr 

IUDAYA lt:£1\JA 

""'"' 
l. c.ndrutll ttnllllt meni.nda-nuncb cl.an Ii.Dk botrupa'fl metnpff� �iltl pel<trj,Nnnv1 Mhina1 5eW<i 
mencbl)ffl:M � 

sesu. � jaw;tban d-1 responoen IMO rwlM dffl kue$loner no 1.iai� s, ur- Jawat.M rflponctt,n ...,... lldak sesual 
.1n iNn - dibfflbn lunf-;;lblel berd-rbn U:N "-'lal.ln �1,11 

I INTEGRfTAS 

Penbi.n lncllbtor """"" lndiltltor 
... 

SUII Nil.i. 

1 Cendrurc teriihlit men\#IU-n,,wlU dMI tid;,,k berup;,y1 mempercep,M Pffl'!'ll� � set11na1 �u 
. menda� keluh� 

2. Ttr1lhlt IN"" mui. memblasabn ditl \Jl'ltuk mt1.i.:\1Un IUl•M>Yi l«Afl ai,at, lafllb5 dan i,qe,11, -1Mlpun t«bctq 
teflot,.,t �ni..wldl dl,n tkWc berup,rfll �eplt pel!V'f'-iltl dMt ffiMih l�t � I kompi.ln IIH 

Eli� �· � 5'tfinl �lbn teh.rhM/komj)laln 
........... 

3. kfuPIIYI mtlalubn IUIHn'fl -- t�, tqbi diMI seceor1, wal1upun terbdq tttlohM �� ci,n 1� 
beru� Pllt�.pliCR,.at PII" ,,11� dMt !l'IMlh ttrd1pa1 Hh1hion / kompl,,i., 11.lJ �· 

4. �· melaubn lupsn'f' war. �t, tqk.n dMI wtffl, wtl tampak tldH l� -.,d1 ,t,u rnempe,1.nb.M 
pe,,; ti! .;,n pelc@fjunnya � tio.k � keluhan/ltompbln 

5. Tamp1k lefbi- botrup.y, ffliNkuun l�!IIYI M!CW11 U!jHlt, 11"11<.tl d11> sq«il, Sett.I Ul'l'li)MI �I�� lt,U 

M ..... , at d1rl SOP SKPO 
O.finhl; Milmpu _, ... �,._,, ! 

1--- dan ctmwot, bitru.y-·n. cbn bertepat •vn• 

I INTlGAITAS 

lndiUt« l"enblan lndlbtor """"" ••• SkiqNdai: 
I. Cffldrunl; terllhlt �•round• dan tid• beru� mempen:epat pe,,�� �"Vi- sehlng1 wWu 

ITlffld&palbn �· 
2. Terlihat blru mulill mcmtii.s.bn dtri untuk meln,..Un tu��� )eQra cepal, tqk.K dMt Mt;ffil, w.i.upun teJbdao& 

teruhat lrleflUIICl.i,-flUIICY dan til:l,k bl!ru� -PefC�t penyell!�an dMI maslh terdap,11 kell.Nn J kompl;w, mos 

Eflslen pet.trjffnny1 Hhlncp � �tun keluhan/kompl1ln 

'""""" ), hrupi<ya IMlll<UUII h.Watn'fil kQrll <111111, tqbs d1on M!glJfl, wai.upun t!Hbdq tffllhlt moenund•nund• d1on tldK 
� memperc� penyeleHiiin d., rnnih terdap,11 lieluh1on J kOffiP .... MIS pet.�1 

,. hf\lPIYll l!lflHukln tupsnyl � <l!Pat. tql,:K clan M&e<I, wtl llmpllt tidic I� rnen,.inct. IIIU l'rlll'lnpfiiltnNt 

Pt I • 1l1n � � t� � keltlt.ln/komplaln 
s. T� t� beruPl'f,1 nwbl<ubn h.,.asnv, secara cepat, tancbs clan 5oflffll, Hrta t� tldK � mtnund111141 

¥1 ......,...t.,nny1 leblh U!l',ll dari SOP SICPO 
Dtflnlsl: 
M,mpu --··•··bn 1····· CM'l"ll,n boenl 

uni dan bertf'PII, ·- 

I INTtGll:IT.U 

lndlutor Penllalln lndlbtor """"" ... 

SlilllNilal: 
,. 

Tldak bersikap prof-..1 dMI belvll\ bisa menvesUlikln dlri d1l1rn setllll) sl!UISI dan kondisl, »iii di linpunpn intffNI 
maupun eblffllll orpnlslSi 

2. Usaha unluk bffl.lbp profeslonal dan me, 1 t'I ,libn diri d1l1m loeti,p sltuMI dan kondtsi, b,,ik di llnckunpn 1n,,,.._ maupun 
tbttmal orpnlwsi mulal tl!ftiNot _,,.,,.. bMlm menunJuklum proerl!$S van& ny1ta 

,. 

&erupay1 bl!rslkll) profeslonal din bl!rup,,y1 mt:11'11!W'.I<"" dirt dat.m Sl!tl1p sltl>ISI dan kondi11, balk di�'" lntl!fflll Keju]uran ........... 
orpnh.151. dun.,n., i!'<'IIUMI clan impo1eme11t s.ec•11 slstematts bl!lum dilalubn i.ec,ra korKisl:otn 

4. lotnlQP profl!SOORII clan 11en1p11p �\lf!Ul'I diri dalam Sl!tlllP shuasl da.n kondisi, balk di linpunc.tn lntemlll m,,upun 
ebtemal orp� dlncan ml!lablkan wllua,I ohin ln\proYfln'lfflt secara slHematls 

5· Sfialu �tbn 111ca11 proleslonal din� menvesualkln dlri dllam Si!I.I.ICI lltUISi clan kondisl. b.ill; di HflCkunpn 
Internal m,,upun ekstffNII Ofl�IJ dan melKubn l!'<'1luasl dan lmprovernerll Mara slHemat,S sec.. efl!ktr1 

Deflnlsl: 

"" 
,,. II dalam menja,IMIQn p,eu,:ia- 

I INTEGIUTAS 

lndlkator hnll.allln lndlbtor Sumber 
Oab 

SUl:a Nobl. 
,. Tldali '"""C�ahul l)ef3!unn � Anti GmifiUIJ din tldK �.._ mencari tllhu sehina,I Sffll'C terjl,cli �., 

unkii ldmlninratif din Sln"3o fonamlll � �..ran perannn t�t 

z. MEf11Elahui l'l!Ql,.an p,traturan terbl! Anti Gr1tifibsl narnun be-1<,m s.epenullnya � ...uai dl!npn kete,,tuan 
yq bemku Hhlrcp muill ll!r� Pffllet'IHn saonbl Mmini�trllif din� Ii� 111:15 � l)efllunn 

"'" 
,..,.... 

Gr.ilflklSI ,. �#IUI Pen1unn peratur-an terbl! And Gr1tltikalJ namun belum �uhnya rnelalis.lnabn sewal defll.Jn ktll!ntuan '"""""' vane betlK:u s.-hlnCP rn.,sih tffdlpat penlet'llan $lol\bl adminlstr.i,t 11111 pelanglran pe,-at.,,... tl!r'Hbut 

4, MemiluN darl mellksaonabn pem_,.11n terlillt Anti �tif1kasl sesuaJ de1\pn ktttntuan Piii beflalu 1idK Pef!llh d1kl!Nbn 
unbl llaJ pe1.,........, �- terSl!but 

s MemMuN dar, rnellblnlbn l)eflturan tffl1o1t Mil GratlfiQsl dan selllu me ....... utl p«q� Mil pem.uran tenebut 
Miii-· SQ>O 1,dalc --� clkenlb,n i.anb, 1115 --•··-·1ri,n -· 1tur1n terwbut 

OeflnllJ: 
Tldak mener� ·-N lenls .. --... r1fba\, komf,I clan flSlll!M 1a,�-1 M""" ........... _..,......__peke!'-, 
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I INTfGIUTAS 

1ndib1or ,_.llln llldUm" ....... 

... 

SUI, Nll,,i; 

1. Tld,k l'l'ltmihki rff'IQnl � yq t� �n. ud11k 81111 k.se!M'1u,, orptllMl,lo,ll,l nwl!UPM - yq teliih ctitet� 
� � ,. ... d,tlMapQn Wril'II �k 1111'� 

,. MMlh membutuhkan INf!plt blmblnpn 11pr blw beu<JI seur1 shtemt,s d;tn terl'!lanao untulc melaubn prOH:S k«JI � 

sesu81 ptOHduryq Mfl.Ku...,. _-i,111 ,_ yq l•lah dn•tapiian 

3. lleruprf1 UM .. nwlauun pros,e,s ktri- � ITIUl'l(kln � pr�dur Y¥1C � IU<II � - 't'¥'C tNh 
Ptl,y,..., drfflapbn � nwmberiun NSII YMIC relatlf balk, Nmun wsebll rrwmbutuhbn � unrul: mt'rwn!UUtl pn;,wS 

Kunioner 

"""' 
� yq �. UI beluol'I � konslsten mellok.uUI\ lml)f'O','efflfflt sea� l<onslsten 

4. � 1.1111:uli mel..._ p,ose ke,J. � munpln � prosedut yq i.rlHu ,._.,. mena,p8i -v«11 tNh 

ctitt� � ....,..t,eribn �.,.. te<Wlk _,. bM...,uncJ-ab tffNCbp � Y¥lC dulwbn � 
�li1ijiic e w 1t�tr.onskten 

,. SelR mebkuun proses k«j, sesual pr� vq beriMu 1un.1 l'1"HI..Up.,l J;a- � ttl;,h diteu,pbn � 

""'"*'bn hasil YJrC � wrtl �ab tffllMlap pet;erjNn yq dulNbrl denpn rnerc,UMbn p1,ndeuUl'I 
sillenYtls 

Dlllnlsl: 
Membe<tbn �- tefbM lfiWII �---.., Rand"' pelao,,.tNn ---- d!let·-'-an 

I INRGltlTAS 

, ..... � ........i.n lndllo.ator 
...... 

... 

Sul1Nibl. 

1 � r-.. �iun pel'ffill'MI iehlre&,I IMnl d!Unaun hut.\11'1\fn di..-, 

, � Pffal.lKilll MmUn fttlrufflsi hultuman cl,$pin �sih Wint ter� 

Dlslpl!n � peDllnn dan bdK Ptffl#I doken,l,;an lrisl 1tau frftuensi hukum.ln diS9lin � t� 

·-- 
3. 

•. Mem� mil��- sehlng,, tklH porm;1h d!WriQfl � w� � dislplin 

M«nahMN U> � peqn.- ... y� berlaku �hlnua tldK pemilh d,benbn srisi 1...uit � d...., clan 
s. · ran �If daolam membtilbn lM3on 11tas --··'1flb·--.Mt d1n -- .... -it,;..,, di--"'- 

Dllinl,J. 

K Ul)M untul( mfflNt1 � c&,i\ · · ·...i...,,..., � dittfltulcan � ptntunn --'--uncbnpn cbnl•UU oenih.1rM1 �Wt! 

�n 11'1dibtor ....... 
........ 

... 

Sl<QHii.1. 

l K� untvk �u fllU mtlrfl,nl dium rqk• memenuhf UWuNln � lntern,i """"PUn ellltemllf belum 

IHbent .. 

2. K""""""" unluk ........ti.ntu .uu melrtM dNffl r1nck1 memenuhl kdlutuNOn � lnt.......i "*"""' elo1..U mMih 

memtiutuhi.... blmbinp, cbrl orq i- 

konsllttn 3· hfblnp,,111 un1uk memblnl\l fllU rnebyanl u..-n l'lr\lb memtnuhl ktbu'luhin Pl'lanuan lnlffNI maupun ebtHNI 
,......,._ 

.. Tltfliti.l proaktll rnemblntu 11111 rnebyanl dlllm rqb lMl'l'lf(luhl kl'butu"-n �.oylO'l lnt..U mlUPUII ebt«MI, Mfl91n 
hnif 1'1'1-1 b9ik 

s. �u profk!Jf inembintu i!IU �M IAI.,.. rqb memenuhi k�uhin � 1n1.,.n,1...,.,.pun ekstemlll-1 
konsrslei ·-- - - - -'-II . .  �  

Defiffll.  
Bdi9f}t de--111 � hlli dill li!tap produktrf dlLlm Uldiln � 

II KOMITM£N 

lndlbtor �i.n lndibtor ....... 

·- Sl<III Milli: 
,. Soerinc ll'\tf'lplnbol uncuoun dill llepu11nM1 y.ns buli.n mfll/ldl wewt1ninfn� dill ll'UliP wblipi Wllu keltelinian 

a 
Mislh meonbuluhbn � btmbifllan untuk mentt11UQ!l tlnd1bn din pe,ipmblllll upulllioltl ._._ l<tblti _....,. 

t�bn � di&ltubn dMI qpufuun.,.. diM'lbil buun 611¥11 b.lu,, wewtn� dMI � 1ebipl Wl!u �� 
,.,., ,......,._ 

,. o.i .... ,.......... londibll Gin ine,,pmOII keputui.an dolKuUR Mblpon'IIM mHllnyll din m1$itl tHCNip,111 keputuM11 .,...... 
diMlbol bulin Nliom bltM � 

•. lil!npot- tindlb,n'fl"II � dill �-Yll'C d1lmbll diplt dibliukitl seb a,1....,11 mnton� MSwil oeo,pn 

� n'lfStinyl WII mt'ndil ...... manful MCll1I c,ptWNI 
s. se,,,u. tlnd ...... Y .. dlik.uun dill �Ult pnc diimbtl dlpilt dol.i,.l,IQR � ml!SllflYI mHlll'lp SftUlf � 

• loeft. mendll . IT'llnfMI. MCll1I - ,m11 

Dt-fini'll . 
II.ft� • - · -.., i,..., untuk menu,pll outpul/t • - - � tebh d,t�ipbn 

II KOMrTMlN 

, ..... � htlllllan t""5kltor ...... 

... 

Sbl1 H�ai: 

l. Tldik lnffl'libkl ltth dill- 1n1S1 depwo Wftl linMQn V .... hlr\.,s do� sear. jelK. 

!. MM.it,� bit'ntlfflllll ltH lorih dlO'I MSlfin !NISI � MRI mffllH� moenpdl � Ylf'C lllfus 
.......... 

le!�iknl l. Memil.i •It, din SISlflO'I lnlSI det)M yq ifllln dlu,pai NmUn be+-, wpenu,'lft'j'I lkenil � tW>dlbn-t.lnd.ikln 'tlf'C ,......,._ 

hann dllllwbrl � melKUUR rnlunl din lmoroYement M<M1 lolsttm1tls 

I, Mt<wt....., •lh din--, ffllM 6epan 1«1• ment�IO'lll"/1 menjldi tlndlkln yq � dollkubti. 

' 
Mem!lllti •Iii d111 - fNH � yq ... In dlui� iert1 mempe<Whlrul tlndllbn-tlnd.._. 'tlf'C h1N1 dilllnlk111, 
wsUII 11'1 din vhHN1Win tl!lah die:• · 

Dt-llnlll . 
Bek· ·- de-111 IMOCUf'lhlin Mlunlh pllunn, 1--- -- dill Wlktu "'"• dtmihki unluli ............ 
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lndibtor l'fflllallon Lndlka1or """"" , ... 
SUl1 HilM· 

C"1dn.fnt terlihM �� cS." tldH berupfY• memperc1!$* per,yt!ltwolMI l)nt'qNlllly1 i.ehilllP Mt.tu 
1.��� 

' 
Tffl!Nlt bt<\I mullil membltiHMI dM1 untuk me!Mubn iuc.snv• M-C¥1 cepa1:, tanrk,H 11-, waen,, wuuc,un t� 
1eri1Nc menund� dill tJdK �� memper� penye,lfl,'I.,, dao!I maslh 1er�t Qluhan J kompli,ln .us 

�anut1n pti,;ff� Sfflincp � �kan u!UNr,/kompl.in 
,...- 

l. � � tuc-,,p sear11 � t�s dan �er1, w11...,n tm.iq tl'rtitYI menund.-nund1 cl-, tilYk 
benopr/1 � �..., dM! mwti 1erd1p11 keluh1n / kOffll)lain nn �· 

•• �· mo,l;okuun ll.WMft'P � � tanp.ls o ... seain. $,HU t1mpH lld3t: I� mPAUndil IIW ll'lffl'll)en...tm 
peo11lle�1n ptl,;erjumy3 sehw\a,l tid,k M11 keluhan/kom�n 

s. Tantl)oillk t� beNprp mei.t,,,,qn ll.Wili.nyil i«MI <*�1. 1,ngbi clan wgva, st<U UfflpK tldK tl!fbiolW menunod.a auu 
me-1-lesMan lebh ce11a1 !Uri SOI' SKI'D 

Oefinisl: 
MemHold prllaku pnmaik 1�p rebn urp dill-....,, Jeuai. de.van norms yans be,l.._u �Iii di dal.n .iaupun di IIJM ii-1.,...,..an kerjl ,.... � 

lndlkatcw Penilaltn lndlbtor 
........ 

,. .. 

SU11HiW: 

.. 
lelum bis.& mffl'l'tiU,IIQn �p dan IUl\lt kat� den,;,n norTYY 'f;Nll btrl:fku di mr..v-itbt, !.eftl �.,, 
�-nn'f•IMSih ��ri 

l. �sitl membutuhbn bin.,_ blmblnpn ag1r bM mtnyesu;ilkan slkap dan tutur kat1� Offll¥I norma pnc bitnXl,I di 
.... masprH;iic, wru, llfw,:.....,,. pe,1-ny• masih mrmll,h-mU,h 
r • .._ J. Unlllmny1 bel'$ikap o,n bertutur bu balk,..,""'� v•nc 1>en,i,u d�sy.,..t, MmUn pert-� orq 1-"' 

·-· llnt;k ........ INluh Ctndr\oni tenos. lonNol 

•- llff$IUjl dill ben.uhw bu �k wwai nc:>nN vane be111ku di m;asv�; Bffleman di-� Orq IM'I ffll'I'-» ll'VMNII 
bmlomunlka$1 d¥1 deu( di!f'PM,11 

5. Se-lalu °'"'Qp din bertutur Ula � � norm1 yq btn;iku di m;asy�; BM- di l1\lllla Yia; 0... llin ffll'I'- 
--man� dan debt de 

"�' 
Oeflnhl: 
Moem�,kl �lit t� Hin din pedul11ffllldlp llngkunpn beketji 

IV lOYALITAS 

lndikator Penllalan lndlbtor ......... 

DOU 

Sbla Nilal: 

1. Selilu ada clit1 din infOONM ,� vq lfisunM:in oltll plMk vane tidik �tinpn 

,. Kild""C·bd.,,. .ti dau din lnfotmnl ,.i.u V""I dlcun1kan olell plll1k yq tld .. bmleper,tlrcan 

"'" 
·-- """""' 

l. Hampir todll ad1 clit1 din lntOl'nW nllisla � ditun.aUII olth plhik Vifll tkllk bmlepe,11,npn 

.. s.et.lu menJap dill din informni rallisli _.,., konMsten defocarl Msll ytnc rnernuMbn 

s. Tld.ik ild1 � din lnformasi � vane dicul\P.in oleh pillak van« 1idil bmlec>eo'ltinpn 

Oel1nls.l; 
Olpat men,imc>,n ral'!Hli insunsl, balk datl ff\iUPU'I infotmiil in�� v- dapa1 diper•un.klrl oleh p!Nok ·-· tidak ben.epen 

" 
IV LOYAUTAS 

lndi<lltor l'enilalln lnd!kator """"" o.u 

Sbll Ntlal: 

.. 5itti"C �ncimbol tindaun din �Piii-vane bukan �1 _,.,..cnva din diifttl-ci Hblpi M.11tu ltekelitu1r1 

,. 

Mwll fTllfflbutullun biftyil bimbinpn untuli �,wntukifl 111\dil<in din pe<,stmbilin U'l)UIIIYII �I lebito Mlffll 

T1t1 .... nt 
l1ndabn y ... dii.kukan dll'I keputuwn Yl!'C dllmbll buun d.i1m bMH � din diarcpp wto.cll W1tu kebllnan 

·-� IN .. J. a.lam melikukln 1,nd,._.., din me!lpfflbll ke,put- ddakukan sebapimana mn1iny1 din IIIHIII terlUIPil keputltlitl yarc 
di.imbll bl*.n dalam bat•�· 

4. � YffllQ tindakar'I 'l'lrll dllitultan din kei,utllMl'I Viti& dl�I d1pa1 d1ilkulian Hbap,- Mrti mft\ditqk.an 
m1t1IN1 i.ea,1 0ptlmi,I 

s. s.m..., tlnc!Nn vane dililubn NII q,putUSitl vq dlambll �INt d•lalil>kNI � mn11nv1wru mtndllqkan 
marilAlse(:11'1 ........... 

Ootfin!M; 
Ma""' tu•- denpn to.nar. betll'II menpmbil resito terllidap keptr1u� y 

·- 
IV LOYAUTAS 

........ Pt<,llalan lndlbtor ....... 

o.u 

Sbla Nui: 

,. Tllblt mentetlhui �- OrJ:inlsni �l'lCP �n Udik berusah1 menc:ari l-.U 

ketutan 
,. Mfnietihul sebatlan Perat- Ofpnn1$1 naomun belum .epenullny1 melab.on,br, wWil Offllan kelentuar, Y""I bef11ku 

"" lt:UHkloer 
Kep1tuh11'1 l. Mtnptlhul P-i.11'1 OrJ:aniwos.1 "illTIUtl bel11m .eswnuhnya melaksaNUn �s,...; dencan ketentl>iln Yll'II bertlku 

.. Menptlhul d.,., � seotnuhnva ,-- 0r111'1i�M wwal dercll'I tetenl-Vll'II beriatu 
,. Memilluhl d.rt �abinlkilrl P«il!Utilll OrJaniHsi srillrcp !Id .. pe,na,11 dibenkin unul te,bn � Petatunon 

Or•IMilSI d1t1 � 11\ lktll' dllam memberibn ��n membiln.111n 
Oeflnls.l; 
Ke1-D•U"""' untul. mentwtl .__,.IA eoer1t1K¥1 v- bertllw, •e111-""" din perinllll 11�n din tldlli ..,.i-.,.... 1l11tiltl-..... -.:II, din me11M...i. ..... 11 ...... 
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8. Laporan Pemeriksaan 

I. Pengertian pelaporan penilaian kinerja 
Laporan penilaian kinerja merupakan bentuk akuntabiLitas dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap tirn 
evaluator. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 
penilaian kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap 
penilaian kinerja. 

2. Tujuan pelaporan penilaian kinerja 
a. Memberikan informasi penilaian kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Format laporan penilian kinerja 
Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tim evaluator yang 
melaksanakan penilaian kinerja dan menyajikan informasi tentang: 
a. Metode Penilaian; 

b. Uraian singkat organisasi yang dievaluasi; 
c. Hasil penilaian kinerja; 
d. Kesimpulan dan Rekomendasi kinerja untuk setiap sasaran strategis 
atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya 
terwujud. 

(Contoh Format laporan penilaian kinerja terdapat pada anak lampiran I) 

(Contoh Format berita acara penilaian kinerja terdapat pada anak lampiran 
2) 

C. Bendera Opini 

Bendera Opini di letakkan pada bagian Front Office Perangkat Daerah, 
untuk Biro di letakkan pada meja Kepala Biro. Penempatan Bendera 
berada di atas meja kerja dengan dipasangkan pada tiang bendera mini 
setinggi 25-30 cm. 

Bentuk dan Ukuran Bendera Opini 

I. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan 
Bendera Opini Wama Biru, sebagai berikut: 

20 cm 

30 cm 
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2. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik d.iberikan Bendera 
Opini Warna Coklat, sebagai berikut: 

20 cm 

30cm 

3. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan Bendera 
Opini Wama Abu-Abu, sebagai berikut: 

20cm 

20 cm 

30cm 

4. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan Bendera 
Opini Wama Hitam, sebagai berikut: 

3 0 m  

20cm 
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Sertifikat 

Sertifikat yang diberikan pada Perangkat Daerah di letakkan dalam 

ruangan Kepala Perangkat Daerah. 

1. Sertifikat Penghargaan Perangkat Daerah 
a. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik d.iberikan 

Sertifikat, sebagai berikut: 

GUBERNUR KALIMANTAN 
memberlkan 

PENQ�QAAN 

"''"" (Nama Perangkat Daerah) 

atas prestasinya d&lam 

Penilaian Klnetja Tahun 2021 

denpn predikat nilai 

Sangat Baik - A (96) 

Tanjun&SelOI', 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

b. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik d.iberikan Sertifikat, 
sebagai berikut: 

GUBERNUR KALIMANTAN 
memberlkan 

PENQ�QAAN .. _ 

(Nama Perangkat Oaerah) 

atas prestasJnya dalam 

Pentlaian l<lflerja Tahun 2021 

eengan predikat nrlal 

Baik -A (85) 

TanJuna Selor. 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 
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c. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan 
Sertifikat, sebagai berikut: 

GUBERNUR KALIMANTAN 
member!kan 

rENQHARQAAN 
l<epada 

(Nama Perangkat Daerah) 

atas prestasinya dal&m 
Penilatan Klnerja Tahun 2021 

dengan predikat nilal 

Cukup - A (70) 

Tanjuna Selor. 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

d. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan 
Sertifikat, sebagai berikut: 

GUBERNUR KALIMANTAN 
memberikan 

rENILAIAN 
kepada 

(Nama Perangkat Daerah) 

atas prestasinya dalam 
Pen1!aian Klnerja Tahun 2021 

dengan predikat ni1al 

Kurang • A (50) 

Tanjun&Selor. 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 
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2. Sertifikat yang d.iberikan pada Individu adalah sebagai berikut : 

GUBENUR KALIMANTAN UTARA 
mcmhcrikan 

(N:una Pegawal) 

atas prestasinya dal&m 
Penllaian Kinerja Tahun 2021 

Sangat Tinggi 91 • 100 

Tanjung Selor, 
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 



NAMA: 

NIP: 

OPD: 
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PENILAIAN KINERJA INDMDU 
(TAHUN PENILAIAN ) 

NO DIMENSI PENILAIAN NILA! KETERANGAN 

A. KINERJA (40%) 

1 Predikat SKP Sangat Baik, nilai = 100 

2 Predikat SKP Baik, nilai - 90 

3 Predikat SKP Cukup - 75 

4 Predikat SKP Sedang - 50 

5 Predikat SKP Kurang = 25 

B. DISIPLIN (30%) 

1 Tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin, 

nilai = 100 

2 Pemah mendapatkan peringatan tertulis 

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, 

nilai = 70 

3 Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, 
nilai = 50 

4 Pemah dijatuhi hukuman disiplin sedang, 
nilai = 0 

5 Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, 
nilai = 0 

c. !NOVAS! (5%) 

1 Tidak memiliki inovasi, nilai = 0 

2 Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam 

Iomba inovasi tingkat provinsi, nilai = 75 

3 Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam 

lomba inovasi tingkat nasional, nilai = 100 

D. PENGHARGAAN (5%) 

1 
Memperoleh penghargaan tingkat Nasional, 

nilai - 100 
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2 
Memperoleh penghargaan tingkat Regional, 
nilai • 75 

3 
Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi, 
nilai • 50 

Memperoleh penghargaan antar Perangkat 

4 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara, 
nilai : 25 

Memperoleh penghargaan tingkat 

5 Provinsi/ Regional/ Nasional yang tidak 
berkaitan dengan kinerja, nilai • 25 

6 Tidak memperoleh penghargaan, nilai : 0 

E. KEPATUHAN TERHADAP TERTIB DATA 
KEPEGAWAIAN (20%) 

E.I Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 

1 Mengunggah dokumen penilaian SKP 2 

tahun terakhir pada aplikasi DMS, nilai = 

25 

2 Mengunggah dokumen penilaian SKP 1 

tahun terakhir pada aplikasi DMS, nilai • 
15 

3 Tidak mengunggah dokumen penilaian SKP 

2 tahun terakhir pada aplikasi DMS, nilai - 

0 

E.11 Pengembangan Kompetensi 

1 Menginput data 

diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun 

terakhir pada aplikasi DMS di atas 20 JP 

per tahun, nilai • 25 

2 Menginput data 

diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun 
terakhir pada aplikasi DMS di alas 10 JP 
sampai 19 JP per tahun, nilai : 20 

3 Menginput data 

diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun 

terakhir pada aplikasi DMS di bawah 10 JP 
per tahun, nilai = 15 

4 Tidak menginput data 
diklat/bimtek/workshop/kursus, nilai > 0 
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E.JIJ RiwayatKepangkatan 

1 Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS 
lengkap, nilai = 25 

2 Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS 
kurang lengkap, nilai = 15 

3 Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS 
tidak ada, nilai = 0 

E.IV Data Dasar 

1 Data dasar pada aplikasi SJMPEG lengkap 
dan sesuai kondisi terkini, nilai = 25 

2 Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap 
narnun belum dirnutakhirkan, nilai = 15 

3 Data dasar pada aplikasi S!MPEG tidak 
lengkap, nilai - 0 

NILAI KINERJA INDIV!DU ---> 

Kl=(A'40%)+(8'30%)+(C'5%)+(D'5%)+(E'20%) 

S B = .::  85 
B - 76-84 
C = 57-75 
K -  <57 
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Anak Lampiran 1 

CONTOH FORMAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA 

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut: 

Bab I 

Bab lI 

Bab lII 

Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum metode penilaian secara 
menyeluruh terkait waktu penilaian, objek penilaian, tahun 
penilaian dan pembatasan penilaian. 

Gambaran Umum 

Pada bab ini d.isajikan penjelasan umum Perangkat Oaerah yang 
dinilai, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi. 

Hasil Penilaian 

A. Gambaran Umum Capaian Kinerja 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 
setiap lndikator Kinerja sesuai dengan hasil penilaian kinerja 
organisasi. 

B. Uraian Hasil Penilaian 
Pada sub bab ini diuraikan hasil penilaian berdasarkan 
masing-masing Aspek kinerja organisasi sesuai dengan 
dokumen pendukung, beserta kendalan yang dialami oleh tun 
evaluator saat melaksanakan penilaian. 

Bab IV Sirnpulan dan Rekomendasi 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas penilaian kinerja 
organisasi serta rekomendasi di masa mendatang yang dapat 
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

1) Berita Acara Penilaian Kinerja 

2) Lain-lain yang d.ianggap perlu 
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Anak Lampiran 2 

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KINERJA 

BERITA ACARA 
PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH [PKPD) 

[nama perangkat daerah yang dievaluasi) 
PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN . 

Nomor 

Pad a hari ini, . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulan . 

Tahun , telah dilakukan Penilaian Kinerja Perangkat 
Daerah yang dilaksanakan oleh: 

I. [Nama seluruh anggota tim) 

Dalam proses Penilaian Kinerja ini telah diterima data dan/atau 
dokumen sebagai berikut: 

KATEGOR 
DATA/DOKUMEN 

CHECKLIS 
I T 

LKJiP (UPT mengikut pada Dinas lnduk) 

Perjanjian Kinerja 

Daftar WL LKHPN dan LHKASN 

Dokumen Renstra 

Dokumen Renja 

Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, 

BPK, dan lnspektorat Jenderal 

Aspek Rekapitulasi hasil temuan pemeriksaan 

Utama lnspektorat, BPK, dan lnspektorat 
Jenderal yang ditindaklanjuti 

Buku Jaga KGB 

Buku Jaga Kenaikan Pangkat 

Pengaturan Cuti Pegawai 

Daftar Pemberian Penghargaan 

SK Hukuman Disiplin 

Realisasi Fisik Tahun 2020 
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Relisasi Keuangan Tahun 2020 

DPA 

DPPA 

Laporan Keuangan Audited 

Laporan Bendahara Pengeluaran 

Bulanan 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 

a. Neraca 

b.LRA 

c. LO 

d. LPE 

e. CaLK 

Form BA Aset (ditandatangani oleh 
Kadis/Karo dan Pengurus Barang) : 
- Kontrak dan BAST belanja modal dan 
persediaan 
- Rekap aset yang tidak dimanfaatkan 
- Rekap Barang rusak ringan 
- SPJ Pemeliharaan barang rusak ringan 
- Rekan baranz hilanz 
c. Surat Penunjukan penggunaan BMD 

d. Dokumen kepemilikan barang 

(STNK/BPKB dan Sertifikat Tanah) 

e. Laporan Pengurus Barang : 

- Laporan stok opname 

barang/ persediaan 

- Laporan mutasi barang/persediaan 

- Laporan distribusi Barang/ persediaan 

- KIB 

- KIR 

Aspek Daftar lnovasi Tahun 2020 

Penunjang Daftar Jnovasi yang masih berjalan 
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SK Petugas/ Admin layanan pengaduan 

Laporan SKM 

Tindak Lanjut Pengaduan 

SOP 

SK Standar Pelayanan 

Rincian hasil penilaian terdapat dalam lampiran berita acara ini 
dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dengan Serita Acara ini. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 

. tgl,bln,thn 

Pimpinan Perangkat Daerah 

• FloRA, �- so:s. 

Ketua Tim Evaluator 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARI FIN PALIW ANG 

_, 
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SK Petugas/ Adrnin layanan pengaduan 

Laporan SKM 

Tindak Lanjut Pengaduan 

SOP 

SK Standar Pelayanan 

Rincian hasil penilaian terdapat dalam lampiran berita acara ini 
dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dengan Serita Acara ini. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 

. tgl,bln,thn 

Pimpinan Perangkat Oaerah Ketua Tim Evaluator 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 
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SK Petugas/ Admin layanan pengaduan 

Laporan SKM 

Tindak Lanjut Pengaduan 

SOP 

SK Standar Pelayanan 

Rincian hasil penilaian terdapat dalam lampiran berita acara ini 
dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 
dengan Berita Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sebenamya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 

. tgl,bln.thn 

Pimpinan Perangkat Oaerah Ketua Tim Evaluator 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAJNAL ARJFIN PALIW ANG 


